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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dalam bidang hukum dirasa sangat penting untuk
menciptakan budava hukum serta menanamkan kesadaran hukum dalam diri
setiap individu di dalam masyarakat untuk menvelaraskan kepentingan-
kepentingan antar individu, individe dengan kelompok serta kelompok
denpan kelompok, sepertt diketahui dalam kehidupan bermasvarakat muncul
suatu peraturan-peraturan atau disebut dengan norma ataw kaedah vang
hidup dalam masyarakat tersebut.

Perlunva suatu tatanan disiphin dalam kehidupan bermasvarakat
ditujukan untuk mencapat suatu keadaan dimang masvarakat lersebul dapal
hidup berdampingan dengan vang lamnva, Tanpa adanva pelanggaran hak
dan kewajiban satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasz]l 2 UL No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia {vang
selanjutnya disebut HAM). Hal tersebul berlaku pula untuk pribadi seorang
perempuan vang menjadi korban dan findak pidana kekerasan. Dan pada
Pasal 3 UDHR {Uriversal Declaration (F Huwnan Sights) menyebutkan
bahwa tigp-tisp individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan
keamanan pribadi. Pasal i dapat dilihat dalam konteks Pasal 5 UUDHR.
yvang menvebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan subjek

penyiksaan, atzu Kekejaman, tidak manusiawi atau menurunkan harkat
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Hal tersebut diperkuat dengan vang diamanatkan dalam Pasal |
KEPRES BRI Mo 8] Tahun 998 tentane Komist Masional Ant Kekerazan
Terhadap Perempuan

"Dalam rangka pencegahan dan pepanggulangan masalah
kekerasan perempusan serta penghapusan scgala bentuk tindak
kekerasan terhadap perempuan dibentuk Komist yang  bersifat
masional yang diberi nama komisi nasional anti kekerasan terhadap
perempuan’.

Salah satu bentuk peraturan vang dikelvarkan oleh pemerintah
adalab Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (LU PRIORT), yvang hal ini sangat eral kaitannya denpan masalah-
masalah vanpg terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, Pasalnva,
selama ini orang senng bersitkukueh masalah kekerasan terhadap perempuan
dalam rumah langea merupakon masalah pribadi vang tak pantas untuk
diketahui oleh pihak lain dan merupakan kejahatan vang tidak pantas untuk
disikapt secara serius. Padahal hari demi hari korbannya terus berjatuhan,
Tidak hanva luka fissk tetapl juga trauma psikis hingga kehilangan
nvawanys

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena universal,
terjadi pada semua lapisan masvarzkat, tdak membedakan status sosial, dan
bersifat lintas budaya. Masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah
tangga dipengaruhi banyak faktor dan merupakan komplikasi dan faktor

imernal,  disfungst  marsal,  personal  dan menjacdh  masalah  yang
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memprihatinkan. Selain e fakior ekstemal, khususnya struktur sosial
budava vang meminggirkan peran dan kedudukan ;‘rerem]}uan.:

Rekerasan dalam rumah tangga (selanjuinva disebut KIDRT) aman
kekerasan domestik merupakan sepala bentuk kekerasan vang tegadi dalam
ruang lingkup kehidupan keluarga Pelaku binsanva adalzh sosok vang
mempunyal peran otoritas atau berstatus lebih kuat {suam atau orang tua),
sedungkan korban adalah angpota keluargs vang berstatus sub ordinat atau
lebik lemah (istri atau anak). KIDRT seringkali bersembunyi dibalik tatanan
budava paternabistik dan patriarkhi, yvang menempatkan suami sebagai
kepala keluargs vang wajib dipatubi. Istri sebagai 1thu rumah tangpa vang
wajib melayani. Selain it anak harus wnduk dan patuh kepada orang tua”

Kekerasan yang biasanva dialami oleh perempuan tersebul biasanya
berupa kekerasan dalam rumah tangea terhadap istri, penpanipyvaan
pembantw, buruh, pelecehan scksuzl, perkosaan, perdagangan perempuan
dan eksploitasi seksual perempuan’. Kebanvakan wanita vang melapor
tasanya bila sudah mengalami kekerasan fisik. Misalnva dipukul. ditampar,
ditendang  atau  disundut rokok oleh sang  suami Perlakuan  vang
menvanghkut kekerasan secara psikis, seksual, maupun ekonomi jarang
tersentuh’,

atklus kekerasan dalam rumah tanges serningkall mempunyai pola
tertentu. Tindak kekerasan oleh pelaku biasanva diawali dengan suasana

emosi yang meninggl, misalnyva memanggzil nama pasangan dengan suara
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seras, gelisah, fangan mengepal-ngepal, membentak, membanting pinte dan
berbagal perilaku vang memperlihatkan ancaman kekerasan Seelah korban
tak berdava, emosi pelaku mulai mereda. Bahkan lantas meminta moaf,
menyesali perbuatannya, mengungkapkan kata-kata manis dan janpi tidak
akan menzulang kekekasarannva.

Pola pertlaku kekerasan ini vang menempatkan korban pada situasi
vang sulit dan membingungkan, TN satu pihak ja ingin membebaskan diri
dan kekejaman suami, tapl 12 jugs berganiung secara ekonomi kepada
suamt. Perasasn takul dan benci terhadap kelakuan swami berhadapan
dengan masa tanggung jawab sebagar istri, mehndungt anak, menjaga
keutuhan keluarga. Situasi kompleks ini menempatkan mercka pada kondist
tekanan psikologis vang sangat berat. Korban KDRT sering kali terebak
dalam siklus kekerasan vang  berkepanjangan, tidak bherdava  unfuk
menyelamatkan diri, serta kesulitan mengakses sumber hukum”,

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangps sering tidak dapat
berbuat banvak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tabu harus
mengadu ke mana, ke rumszh asal belum tentu diterima, Hal ini disebabkan
oleh adanya budaye &1 mana perempuan vang sudzh kawin menjadi
tanggung jawab suaminya, Sehingga apabila terjadi kekerasan techadap
perampuan dalam rumah tangga sering tidak erungkap kepermukaan karena
masth dianggap membuka aib keluarga, Dengan sulit terungkaprva
kekerasan ferhadap perempuan dalam remah tangea, im berart perempuan

korban kekerasan tkul mehndung kejahatan dalam rumah tangga.
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BAB VI
PENUTLP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan vang dilakukan penulis
pada bab schelumnya, maka penubis dapat menank kesimpulan dan ditkut

dengan saran sebagai berikut:

A, KESIMPULAN
1. Penegzkan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan alam
rumah tangga antara lamn:

a, Penegakan hukum L] Penphapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga tidak akan terlepas dan pencpakan
hukum pads umumnya Apabila negara tidak  dapat
menciptakan supremasi hukum, perhindunpan vang diatur
dalam ULl Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah
Tangga hanya akan berupa few in boox (teori) belaka,
sedangkan dalam law n gotion (praktik) akan sl
terwujud. Oleh karena e, supremasi hukum  harus

ditegakkan,

b, Undang-Undang Penghapusan Kekerzsan Dalam Rumah
Tangza membagi perlindungan itu menjadi perlindungan
vang bersifat sementara dan perbindungen  dengan
penafapan pengadilan

¢ Kendala-Kendala wang dmlami oleb aparat penegak
hiskum dalam mengatasi tindak Kekerasan dalam rumah

tangga antara lain:
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a. Kendala di Ruang Publik
b. Kendala internal para pihak
¢, Kendala Imernal Korban

3, Upaya-upaya vang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum
untuk mengatast tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat
diberikan melalu:

a. Masehat di pengadifan
b. Sosialisasi
c. Kepolisian

B. SARAN

I Melakukan melalui seminar-seminar  atau  penyuluban  agar
peraturan dapat ditegakkan dan membernt rasa aman bag korban
kekerasan dalm rumah tangga.

2. Ika sakst kwrang, korban fetap dapat melaporkan  tindak
kekerasan tersebut kepada pihak yang berwajib dan dia dapat
diyadikan sebagai saksi korban, disarankan langsung melakukan
surat pemeriksaan'visum et reperium dan dokter atau rumah
sakit schingea dapat dijadikan sebagi alat bukt

3. Pemerintah juga dapat mengadakan upava-upaya antara lain:

a. Penvebarluasan pemahaman agar meningkatkan kesadaran
hukuam masyarakat

k. Dalam menjatuhkan hukuman harus etk
mempertimbangkan kondisi korban vaitu pemulihan mental,

psikalog kejiwaan korban.
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